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Pusat K esehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan
dasar yang menyeluruh, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sebagai motor pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya. Mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dirasakan masih belum memadai. Banyak
faktor yang mempengaruhinya, antaralain standar pelayanan dan pembiayaan. Sampal saat ini biaya
pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas sangat min:m sehingga op rasional Puskesmas masih banyak
mendapat subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kecukupan pembiayaan kesehatan bersumber
pemerintah di Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Ruang lingkup penelitian
dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Baradatu K abupaten Way Kanan dengan membatasi area
penclitian pada pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dari berbagai tingkatan yang dialokasikan dan
dikelola oleh Puskesmas Baradatu yang ditelusuri pada tahwl anggaran 2006. Desain penelitian yang
dipergunakan adalah penelitian operasional. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari
alokas anggaran tahun 2006 dan diambil dari doktllIlen di masingemasing instansi pengelola serta data
sasaran dan cakupan program di Puskesmas Baradatu. Analisis pencapaian program pelayanan kesehatan di
Puskesmas Baradatu dilakukan dengan mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal bidang
kesehatan. Pencapaian program pelayanan kesehatan Puskesmas Baradatu rendah yaitu baru 57,8% indikator
program prioritas SPM yang sudah dijalankan sesuai dan melebihi target.

Pembiayaan kesehatan pemerintah tahun 2006 sebesar Rp.1.292.814.897,-dimana 85,57% dari APBD
Kabupnten Way Kanan dan 14,43% dari APBN. Anggaran APBD Kabupaten Way Kanan 84,49% berasal
dari DASK Puskesmas Baradatu sedangkan 15,51% berasal dari DASK Dinas Kesehatan Kabupaten Way
Kanan. Estimasi pembiayaan kesehatan sebesar Rp. 35.316,- atau USS$ 3,85 per kapita pertahun. Perkiraan
kebutuhan biaya operasional pelayanan kesehatan berdasarkan pencapaian program prioritas SPM
Puskesmas Baradatu tahun 2006, sebesar Rp.377.427.084,-. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan
obat membutuhkan biaya operasional t rbesar. Total kebutuhan pembiayaan kesehatan bersumber
pemerintah sebesar Rp.1.410.507.627,- Kesenjangan yang terjadi sebesar Rp.117.692.730,- disebabkan
kekurangan biaya operasional anggaran bersurnber APBD Kabupaten Way Kanan sebesar 10,64%. Keadaan
ini menyebabkan rendahnya pencapaian program prioritas SPM Puskesrnas Baradatu tahun 2006.
Disarankan agar penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, dengan
mengal okasikan pembiayaan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pernerintah
dilakukan upaya rnenaikkan anggaran secara bertahap dari tahun ke tahun disesuaikan dengan
kecenderungan kenaikan pemerintah hingga kebutuhan tersebut masih dapat ditanggung oleh daerah.

...... The Community Health Center (CHC)/Puskesmas have a main task to conduct the basic health services
comprehensively, qualified, and affordable by the community, and act as the motor of the health


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20339101&lokasi=lokal

development of its work area. However, the quality of the basic health servicesis still far from expectation.
There are alot of factors that affected, such as: the standard of the services and its cost Until this day, the
cost for health services, especialy at puskesmasis very low. Therefore, the operational cost of the
puskesmas still have subsidized from the central and provincial government.

The study has a purpose on describing the appropriate health cost that resourced from the government, at
Baradatu Puskesmas of the District of Way Kanan in the year of 2006. The study is carried out in the area of
working of the puskesmas with alimitation of The analysis of target program achievement of the health
services at Baradatu Puskesmas is obtaining by referring the indicators of Minimum Standard of Health
Services (MSHY). It isfound that the coverage of health services program at Baradatu Puskesmasiis still
low, i.e. only 57.8%, but indicators on priority program of MSHS that have been applied are appropriate and
over the target.

Government health cost in 2006 is about 1,292,814,817,00 rupiah (one billion and two hundred ninety two
million eight hundred fourteen thousand and eight hundred seventeen rupiah), where 85.5% of it is from the
Provincial Budget and Expenditure (APBD) and 14.43% is from the Central Budget and Expenditure
(APBN). The APBD of the District of Way Kanan is 84.49% from the DASK Puskesmas Baradatu, and its
15.51% isfrom the DASK of the District Health Authority of Way Kanan. It is estimated that the health cost
at the District of Way Kanan is about 35,316 rupiah or$ 3.85 per-capita per- year. Estimation for cost health
services operationa need based on program achievement on MSHS priority of Baradatu Puskesmasin the
year of 2006 is around 377,427,084 rupiah. The implementation of the basic health services and medication
need a considerable operational cost. The total needed on health services that resourced from the
government is 1,410,507,627 rupiah. The disparity produced is 117,692,730 rupiah, caused by 10.46% of
the shortage of operational budget from APBD resourced from the District of Way Kanan. The situation that
lead to the low on target achieved by program priority of MSHS at Baradatu Puskesmas in 2006.

It is suggested that planning arrangement for budget based on MSHS, should be allocated efficiently and
effectively. To deal with the limitation of the government budget, an increasing the budget year by year
should be attempted in corresponds with the elevation on government budget Therefore, the cost needed can
be managed by the district.



